81

BAB. 111

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemegang saham minoritas dalam restrukturisasi perusahaan melalui akuisisi
atau pengambilalihan diberikan perlindungan hukum oleh perusahaan dengan
dapat meminta kepada perusahaan agar sahamnya dinilai dan dibeli dengan
harga yang wajar, apabila pemegang saham minoritas tersebut tidak
menyetujui tindakan perusahaan yang akan melakukan akuisisi atau
pengambilalihan dan menganggap tindakan tersebut dapat merugikannya atau
merugikan perusahaan itu sendiri.

2. Hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum bagi para
pemegang saham minoritas apabila terjadi restrukturisasi perusahaan melalui
akuisisi, terkait dengan :

a. Kesulitan penentuan harga wajar saham yang wajib dibeli oleh
perusahaan dan kesulitan dalam penunjukan pihak penilai independen
yang menentukan harga wajar saham dalam RUPS, apabila pemegang
saham minoritas tidak setuju dengan rencana akuisisi.

b. Penyimpangan pelaku usaha terhadap Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19



82

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Hal ini akan berakibat
pada kepentingan pemegang saham minoritas tidak terjamin dengan
baik.

c. Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam suatu
perusahaan belum dapat terealisasikan dengan baik., sehingga dapat
menghambat penjaminan terhadap kepentingan pemegang saham

minoritas.

B. Saran

1. Untuk melaksanakan kegiatan apapun dalam perusahaan prinsip keterbukaan,
kebersamaan dan keadilan sangat diperlukan, agar pemegang saham minoritas
dan seluruh perangkat perusahaan tahu, mengerti dan terjamin
kepentingannya, serta dapat turut berpartisipasi.

2. Pihak pemegang saham minoritas yang tidak setuju atas dilakukannya akuisisi
diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk menunjuk pihak penilai

independen dalam menentukan harga wajar saham pada perusahaan.
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Skripsi saya berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas

Dalam Restrukturisasi Perusahaan Melalui Akuisisi"

Berikut daftar pertanyaan yang saya ajukan :

I

Apa yang melatar belakangi suatu perusahaan melakukan restrukturisasi
perusahaan melalui akuisisi ?

Bagaimana proses akuisisi tersebut dilakukan ?

. Apakah setiap akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan telah menjamin

kepentingan pemegang saham minoritas dalam perusahaan tersebut ?

Bagaimana bentuk perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas yang
diberikan oleh perusahaan berkaitan dengan dilakukannya akuisisi ?

Apakah ada hambatan yang dapat menghambat pemberian perlindungan

kepentingan pemegang saham minoritas berkaitan dengan dilakukannya akuisisi ?

. Mengapa perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas tersebut perlu

untuk dilakukan ?

Siapa yang seharusnya berkewajiban untuk melakukan perlindungan kepentingan
pemegang saham minoritas di perusahaannya berkaitan dengan dilakukannya
akuisisi ? Perusahaan yang mengakuisisi atau perusahaan yang diakuisisi ? Atau
setiap perusahaan mengurus pemegang saham minoritasnya di perusahaannya
masing-masing ? '

Apabila perusahaan yang akan diakuisisi mengalami penurunan produktifitas
ekonomi perusahaan, maka bagaimana perlindungan terhadap keﬁéntingan

pemegang saham minoritas di perusahaan tersebut ?
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11.
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16.

Apakah relevansi perusahaan yang melakukan praktek akuisisi dengan asas
Hukum Bisnis Good Corporate Governance (GCG) ?

Dalam praktek akuisisi yang sering terjadi di Indonesia, apakah perlindungan
hukum bagi pemegang saham minoritas telah berjalan secara baik ?

Dalam praktek akuisisi yang sering terjadi di Indonesia, apakah pernah ada
pemegang saham minoritas yang merasa dirugikan ?

Apakah solusi yang diberikan oleh perusahaan berkaitan dengan pemegang saham
minoritas yang merasa dirugikan ?

Apakah pengaruh pemegang saham minoritas dalam praktek akuisisi ?

Bagaimana kepemilikan saham pemegang saham minoritas sebelum dan sesudah
akuisisi dilakukan ?

Apakah kelebihan dan kekurangan praktek akuisisi di Indonesia, bagi perusahaan
yang terlibat akuisisi, bagi masyarakat dan bagi Negara Indonesia ?

Setelah proses akuisisi dilakukan, bagaimana sistematika bagi hasil keuntungan

antara perusahaan yang mengakuisisi dengan perusahaan yang diakuisisi ?



